
KABUPATEN LUWU UTARA 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, periu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeiompokan 
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2018; 

1 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); · 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

1 L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

12. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 
tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan · Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
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Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 355); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 
Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2017 Nomor 12); 

15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
Nomor 93); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2018. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 

3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klassifikasi 
suatu daerah untuk menentukan kelompok 
Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan 
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan 
Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 

4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan 
Keuangan Kabupaten Luwu Utara. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB II 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) 
kelompok, yaitu: 
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a. tinggi; 

b. sedang; dan 

c. rendah. 

Pasal 3 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung 
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah 
dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil 
negara. 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, 
dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta 
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. 

Pasal 4 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan 
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi 
APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun 
anggaran yang direncanakan. 

(2) Penghitungan Kemampuan keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
tim anggaran pemerintah daerah . 

• � � sal S  
'  

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai 
berikut: 

a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima 
Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemapuan 
Keuangan Daerah tinggi; 

b. Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) 
sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (Lima Ratus 
Lima Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada 
Kempauan Keuangan Daerah sedang; dan 

c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar 
Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan 
Daerah rendah. 
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BAB III KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
Pasal 6 

(1 )  Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara berada dalam Kemampuan Keuangan Daerah Sedang. 
(2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dihitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016. 
(3) Penghitungan Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terlampir dalam Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

PARAF KOORDIN 

2018 

�!NOAH PUTRl INDRIANT � 
Diundangkan di Masamba pada tanggal 2 J a n u a r i  2018 

KASUBAG 

KABAG HUKUM 

AS I STEN 

SEK DA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 
� 
--­ ABDUL MAHFUD 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1 
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LAMPI N 
• • rt:RAruRJ.'N BUPATI LUWV IJl'ARA 

N6MOR 1 TAJIUN 2018 
TENT ANO 
PENOELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN OAERAII KABUPATEN LUWU lTTARA TAHUN ANGGAR,\N '2018 

PERHITUNGAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN LUWU UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2018 

A. BEAi l§ASI PENDAPATAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015 IV. TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD 

NO. URAIAN JUMLAH 

1. Pendapa!an A.II � {PAD) Rp 140,996, 159,!504 84 

2 Oona Bogl H ... (OOH) Rp 27 ,019,863,993 00 
� 

3 oan. AlokHI Umum (DAU) Rp 658,873,3'9,000.00 

Jumlah A ...... Rp 828,889,372,491.84 

NO.I URAlAN JUMLAH 

1 I TooJanoan T•rnbah•n Penghasl&iin Rp 108.282,348, 168 00 

Jumlah B.IV. •.•• Rp 108,282,348, 188.00 

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAH QAERAH (KKP) · 

8. REAUSASI BELANJA TlDAK LAHGSUNG 

BELANJA PEGAWAl IN1UN ANGGARAN 2015 

KKD • REAUSASI [ PENDAPATAN UMUM • BELANJA PEGAWAI } 

2 (DUA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 

PAD+ DBH + DAU 

GA.JI & TUNJANGAN PNS + 

TUNJ. TAMBAHAN PENGHASUAH PNS 

GA.JI & TUNJANGAN I PNS • DPRO • KOH I WKOH l 

B. I. BELAHJA PEGAWAI GA.ti & TUNJANGAN 

NO. URAIAN JUMLAH 

1. GtjiPokol< Rp 254,537,462,508 00 

2 T-- Rp 22,402,SS7 ,348.00 

3. Tunttngan Jabetan Rp 1,•1•.000.250 oo 

4 Tunjongan ,.........,.. Rp 16,009,606,000.00 
- 

5 Tunjangan Fungaklnal Umum Rp 4,449,630,000.00 

6. T unJ•noan Beras Rp 14,557,412,240.00 

7. Tunjangan PPh Rp 1,613,226,005.00 

8 Pembulatan G1J1 Rp 3,658,460.00 

Jumlah a, ..... Rp 321,8'7,5:U,811.00 

PENDAPATAN UMUM (A) 

BELANJA PEGAWAI (B) 

GAJI & TUNJANGAN PNS ( C ) 

GAJI & TUNJANGAN PNS ( C ) e.1 • e.11 • e.m 

Rp 321,847,554,811.00 

Rp 134,551,568.00 

Rp 319,703,701,625.00 

Rp 2,009,301 ,630.00 

TUNJANGAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PNS ( B.IV) Rp 108,282,3-48, 168.00 

I. GA.JI & TUMJANGAN DPRO 

NO. URAIAN JUMLAH 

1 Gall P<>lcol< Rp 781,200,0CIO.OO 
- 

2 T'-"longon- Rp 53,923,800.00 

3. Tunjmng8n Jabat:an Rp 1,051,895,2'0 00 

4 T unpngan Beras Rp 78,213,600.00 

5 Tunjangan PPh Rp 44,068,900.00 

Jumlah B.11 •...• Rp 2,009,301,430.00 

PENDAPATAN UMUM ( A )  

BELANJA PEGAWAI ( B ) 

Rp 826,889,372,497.84 

(C ) + ( B. IV )  
Rp  319,703,701,125.00 + Rp 108,282,3-48,188.00 

Rp 427,981,049,793.00 

UI. GAJI & TUNJANGAN KOH I WKOH 

KKO ( A ) · ( B )  
Rp  826,889,372,497 .84 

Rp 398,903,322,704.84 

Rp 427,986,049,793.00 

KELOMPOK KEMAMPUNGAN KEUANGAH DAERAH 

- 

PARAF KOORDIN�I 

SEK DA - 

r 

AS I STEN j /  

KABAG HUKUM > 

KASUBAG i 

· I SEDANG 

t:0'1INDAH PUTRI INDRIANI � 

• { Rp.300.000.000.000,· S.D. Rp.550.000.000.000,· } SE DANG 

NO. URAIAN JUMLAH 

1 GaJj P<>lcol< Rp 46,800,000 00 

2 Tunjlngan Keluarga Rp 3,486,000.00 

3 Tunjlingan nbatan Rp 78,280,0IXI.OO 
- 

4 Tu�nBeras Rp 3,818,980 00 

5. Tunjqan PPh Rp 2, 167,556.00 

- 
--- 

e Pembulatan Glljl Rp 1,020.00 

Juml•h 8.IH .....  Rp 134,$51,551.00 


